
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aturan Masa Menjabat Hakim Konstitusi  

Kembali di Sidangkan 

 
 

Jakarta, 9 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil  

terhadap Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 

7/2020) pada Senin (09/08), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR 

dan Presiden.  Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XVIII/2020 ini 

diajukan oleh Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. 

Pengujian Materiil UU 7/2020: 

• Pasal 87 huruf a 

“Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 

Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai 

dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;” 

• Pasal 87 huruf b 

“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan 

dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya 

sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 

(Iima belas) tahun.” 

 

Pada sidang sebelumnya (24/11), Pemohon menjelaskan, seharusnya Pasal 87 huruf b 

selengkapnya berbunyi, “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini 

diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-

Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa 

tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang “menganggap 

Hakim Konstitusi yang sedang menjabat memenuhi syarat” telah mempermanenkan Hakim 

Konstitusi yang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya sampai dengan 15 (lima 

belas) tahun ini telah menutup hak konstitusional Pemohon memperoleh kesempatan sama dalam 

pemerintahan. 

 

 



 

 

 

 

Pemohon juga beranggapan, bunyi Pasal 87 huruf a UU 7/2020 bertentangan dengan hak 

konstitusionalitas Pemohon sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak atas kepastian 

hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, materi muatan Pasal 

87 huruf a UU No.7/2020 haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang 

menjabat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau 

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah 

diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang ini”.  (Nano / MHM) 

 

Tentang Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 
ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, 
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 
5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI.  laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

